SPBU di Lebak Abai Pajak, BPK Temukan Puluhan Juta Potensi Hilang

Sebanyak 17 dari total 24 SPBUdi Lebak teridentifikasi belum tercatat sebagai
wajib pajak aktif, baik untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) maupun
pajak reklame!. Temuan ini tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)? Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK)? atas laporan keuangan Pemkab Lebak Tahun Anggaran 2024.

Akibat kelalaian tersebut, potensi pendapatan senilai Rp40,6 juta tak tertagih. Dalam laporan itu, BPK
menyoroti lemahnya pendataan dan pengawasan pajak oleh pihak terkait. “Dari 24 SPBU, sebanyak 21
di antaranya belum memiliki Nomor Objek Pajak (NOP), dan dua lainnya belum dikenakan PBB sesuai

ketentuan,” tulis BPK dalam laporan yang diterima media.

Selain SPBU, 349 dari 369 menara telekomunikasi di wilayah tersebut juga belum tercatat
sebagai objek pajak resmi. Hanya 20 menara yang telah memiliki NOP dan terdata dalam sistem
perpajakan daerah. BPK memperingatkan, jika kondisi ini terus berlanjut, kebocoran PAD* bisa terjadi

secara sistemik dan berkelanjutan.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lebak, Doddy Irawan, membenarkan kelemahan
dalam pengawasan pajak daerah. Ia menjelaskan bahwa sebagian besar pemilik SPBU tidak menyadari

bahwa mereka memiliki kewajiban pajak di tingkat daerah.

1 Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial
memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu. (Pasal 1 ayat (1)
angka 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan
Daerah).

2 Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan
data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif,
dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan,yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan
BPK (Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan)

3 BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara. (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan).

4 pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber yang berasal dari
potensi daerah itu sendiri. (Sumber: https://money.kompas.com/; diakses pada tanggal 7 Juli 2025; diakses jam 11.55 WIB).


https://lebak.inews.id/

Sumber Berita:

https://lebak.inews.id/, SPBU di Lebak Abai Pajak, BPK Temukan Puluhan Juta Potensi Hilang, 04 Juli
2015.

Catatan Berita:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah yaitu pada:

a. Pasal 1 angka 20 menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD
adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

b. Pasal 1 angka 33 menyebutkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki,
dikuasai, dan / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

c. Pasal 1 angka 50 menyebutkan bahwa Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan
reklame.

d. Pasal 4 ayat (2) huruf a dan j menyebutkan bahwa Pajak yang dipungut oleh pemerintah
kabupaten/kota terdiri atas: a. PBB-P2; dan d. Pajak Reklame.

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara, yaitu pada Pasal 20 ayat (2) menyebutkan bahwa Pejabat wajib memberikan
jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil
pemeriksaan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan

Retribusi Daerah Pasal 14 menyebutkanapada ayat::
(1) Dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf
merupakan nilai sewa Reklame.
(2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
(3) Wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat

penyelenggaraan Reklame.



